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Abstrak 

Pembangunan daerah di Provinsi Papua dalam kerangka otonomi khusus belum memiliki capaian 
signifikan meskipun telah berjalan selama dua puluh tahun. Kajian ini bertujuan merumuskan solusi atas 
belum otimalnya capaian pembangunan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) di Provinsi Papua 
dalam kerangka otonomi khusus. Metode yang digunakan berupa metode kualitatif dengan pendekatan 
naratif melalui studi kepustakaan. Data dan literatur dikumpulkan dari beberapa kajian bereputasi dengan 
topik kata kunci “otonomi khusus”, “layanan dasar”, dan “Provinsi Papua”. Analisa dilakukan dengan teknik 
triangulasi data dan literatur hasil penelitian untuk kemudian peneliti menarik sintesis dari setiap garis 
besar fokus kajian secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya dana otonomi khusus 
telah berkorelasi dengan peningkatan capaian pembangunan seperti IPM dan peningkatan lauanan dasar 
(pendidikan dan kesehatan), namun signifikansinya sangat rendah. Pada Undang-Undang Otonomi 
Khusus terbaru, Provinsi Papua berkesempatan besar dalam berkontestasi secara nasional mengingat 
adanya peningkatan alokasi anggaran otonomi khusus guna mengakselerasi pola pembangunan. Sebagai 
alternative rekomendasi, kajian ini menawarkan alternative solusi berupa perbaikan pemahaman esensi 
otonomi khusus yang bukan hanya dari perspektif fiscal, perbaikan model mekanisme transfer dan 
pengawasan, intensifikasi dan optimalisasi koordinasi pemerintah dengan pemerintah daerah dalam 
kerangka pembangunan pos-pos strategis pembangunan, dan meninjau ulang terkait dasar petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman. Implikasi penelitian ini adalah perlunya perbaikan 
pada aspek-aspek strategis dalam pengembangan layanan dasar di Papua melalui mekanisme solusi 
yang direkomendasikan. 
 

Kata kunci: Otonomi Khusus; Provinsi Papua; Layanan Dasar 
 

Abstract 
Regional development in Papua Province within the framework of special autonomy has yet to have 
significant achievements even though it has been running for twenty years. This study aims to formulate 
solutions to the not-yet-optimal achievement of essential service development (education and health) in 
Papua Province within the framework of special autonomy. The method used is a qualitative method with a 
narrative approach through literature study. Data and literature were collected from several reputable 
studies with the keywords “special autonomy,” “basic services”, and “Papua Province.” The analysis was 
carried out using data triangulation techniques and research literature, and then the researchers drew a 
synthesis from each outline of the focus of the study systematically. The results show that high special 
autonomy funds have been correlated with improvements in development outcomes such as HDI and 
essential services (education and health), but the significance is very low. Papua Province has an 
excellent opportunity to contest nationally, given the special autonomy budget allocations increase to 
accelerate development patterns in the latest Special Autonomy Law. As an alternative recommendation, 
this study offers alternative solutions in the form of improving the understanding of the essence of special 
autonomy, which is not only from a fiscal perspective, improving the transfer and supervision mechanism 
model, intensifying and optimizing government coordination with local governments within the framework 
of the development of strategic development posts, and reviewing related basic implementation 
instructions and technical instructions as guidelines. This research implies the need to improve strategic 
aspects of developing essential services in Papua through the recommended solution mechanism. 
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PENDAHULUAN 
Pasca kemerdekaan, Indonesia 

secara umum telah memberlakukan otonomi 
sejak era Orde Lama dalam rangka 
menyusun kembali pemerintahan daerah di 
Indonesia. Pemberlakuan tersebut 
berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 
Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Tahun 
1969 yang mengatur pemerintahan daerah. 
Otonomi pada masa tersebut terbagi 
berdasarkan tingkatan daerah berupa 
kotaraya, kotamadya, dan kotapraja. Pasca 
Orde Lama berakhir, Orde Baru 
menjalankan otonomi dengan membagi 
kewenangan pada daerah tingkat I dan 
daerah tingkat II. Di era Orde Baru, 
pemerintah pusat meningkatkan pola 
pengawasan atas pemerintah daerah 
melalui pengawasan preventif, represif, dan 
umum. Seiring dengan berakhirnya era Orde 
Baru beserta model implementasi otonomi 
yang diberlakukan, maka Era Reformasi 
memulai model otonomi khusus dengan 
menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah 
dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 
Tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah.  

Selama berjalannya implementasi 
kebijakan undang-undang otonomi daerah 
tersebut, pemerintah merevisi Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang 
Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah Daerah, dan; Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 1999 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah menjadi Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah. Pada tahun 2014 dan 
2015, pemerintah kembali merevisi 
keduanya berupa menjadikan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintah Daerah menjadi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah serta merevisi 
kembali menjadi Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah. 
Pada konteks regulasi terbaru seputar 
otonomi daerah, garis besar perubahan 
terletak pada harapan dan paya yang lebih 
luas terhadap kepastian hukum, kedaulatan 
rakyat, dan demokrasi penyelenggaraan 
pemerintahan daerah baik dari model 
kepemimpinan pemerintah maupun 
penjabaran dalam pelaksanaannya.  

Otonomi daerah di awal reformasi 
secara umum menjadi tumpuan 

pelaksanaan otonomi khusus di beberapa 
wilayah termasuk di Provinsi Papua. 
Substansi dari Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 yang memuat tentang 
perluasan kewenangan daerah agar 
mengatur urusannya sendiri, hal tersebut 
belum mampu mengakomodir kultur dan 
adat istiadat masyarakat di Provinsi Papua 
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Di samping itu, concern 
dari otonomi khusus di Papua lainnya 
berupa perbaikan pembangunan melalui 
pengalokasian anggaran, pelibatan 
partisipasi public, serta upaya percepatan 
peningkatan akses layanan dasar (termasuk 
kesehatan dan pendidikan) bagi masyarakat 
local agar mampu mengejar ketertinggalan 
dengan provinsi-provinsi lainnya. Seiring 
dengan upaya tersebut, pemerintah 
kemudian menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 
2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua sebagai kompensasi dari adanya 
berbagai tuntutan masyarakat lokal. Seiring 
dengan berjalannya implementasi UU 
tersebut, terjadi perubahan pada UU Nomor 
21 Tahun 2001 menjadi UU Nomor 35 
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua. Pada tahun 2021, genap 2 dekade 
pemberlakuan otonomi khusus sejak awal 
diberlakukan, kembali diterbitkan regulasi 
baru sebagai pengganti kebijakan 
sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua. 

Harapan menjadikan Provinsi Papua 
untuk lebih berkembang melalui 
pemberlakuan otonomi khusus tersebut 
sirna ketika anggaran yang dialokasikan 
pemerintah sejumlah 105 triliyun sejak awal 
pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi 
Papua menjadikan ekonomi di Provinsi 
Papua terkontraksi -15,72% (Tempo, 2020). 
Di sisi lain, indeks pembangunan manusia 
(IPM) di Provinsi Papua pada tahun 2020 
sebesar 60,44 yang mana angka tersebut 
turun sebesar 0,40 poin atau -0,66 persen 
dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan 
oleh menurunnya standar kelayakan 
pendapatan, akses kesehatan dan 
pendidikan, dan faktor lainnya yang 
menunjukkan penurunan kualitas kehidupan 
(BPS Provinsi Papua, 2020). Pada 
pemeringkatan yang ditetapkan oleh 
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Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 
berdasarkan Keputusan Nomor 100-53 
Tahun 2018, kinerja dari Provinsi Papua 
hingga pada tahun 2020 menjadi yang 
terendah di Indonesia dengan skor 2,3086 
seiring dengan berbagai terobosan 
penyelenggaraan pemerintahan dan layanan 
dasar bagi masyarakat (Pemerintah Provinsi 
Papua, 2021). 

Beberapa negara pada dasarnya telah 
menerapkan system desentralisasi dalam 
bentuk otonomi khusus melalui perjanjian 
dalam negeri di wilayahnya. Beberapa 
negara tersebut antara lain Kosovo di Serbia 
(Vulovic, 2020); Kepulauan Selat Torres di 
Australia (Schultz & Cairney, 2017); 
Mindanao di Filipina (Tomaro, 2019; Villiers, 
2015); Guangxi di China (Zongkeng et al, 
2021), dan Papua di Indonesia (Prabowo et 
al, 2020; Talitha et al, 2020). Negara-negara 
tersebut termasuk di Indonesia berupaya 
mendistribusikan kekuasaan dan 
kewenangan dalam rangka mengakhiri 
konflik berkepanjangan (Alber, 2017; 
Simpson, 2017; Soko & Zori, 2018); 
melakukan akselerasi pembangunan 
regional (Cahyaningsih & Fitrady, 2019; 
Efriandi et al, 2019); mereduksi disparitas 
antar wilayah (Lane, 2011; menstabilkan 
kondisi politik pemerintahan (Rosenfield et 
al, 2014; Harding, 2017; Isra et al, 2019), 
serta; memenuhi tuntutan masyarakat local 
terkait distribusi dan alokasi sumber daya 
fiskal (Chien & Zhao, 2015; Li & Chan, 2017; 
Aritenang, 2019; Lewis, 2016, 2017; 
Rahmatunnisa, 2013; Sudhipongpracha, 
2017; Sudhipongpracha & Wongpredee, 
2017). 

Mengingat otonomi khusus di 
Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua 
merupakan produk kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah pusat dan kelengkapan 
aturan di tingkat daerah masih sangat 
minim, maka posibilitas terjadinya kendala 
dan hambatan selama pencapaian tujuan 
otonomi khusus masih sangat besar 
terutama pada aturan hukum, ketepatan 
alokasi anggaran, sinergitas pelaksana 
pembangunan, kualitas sumber daya 
manusia (SDM), hingga petunjuk teknis 
pelaksanaan (Wael & Laurens, 2015). Di 
dunia, pengalaman masalah dan hambatan 
dalam pelaksanaan otonomi khusus juga 
dialami dalam bentuk kenihilan disiplin fiskal, 
stagnansi pertumbuhan ekonomi, dan 
sebagainya yang kemudian dikaitkan 
dengan kemampuan pemerintah lokal 
daerah yang masih belum mumpuni dalam 
penegakan aturan (Martinez-Vasquez, 

2007). Martinez-Vasquez (2007) juga 
menambahkan bahwa otonomi khusus 
dalam (termasuk dalam bentuk 
desentralisasi asimetris), membawa 
dilemma tertentu terkait ketidaksamaan hak 
antar wiayah, derajat tujuan nasional yang 
akan terkendala, kesulitan dalam hal 
pemerataan dan standarisasi layanan, serta 
transparansi yang lemah dalam kaitannya 
dengan kompleksitas hubungan pusat 
dengan daerah. Dampak dari dilemma 
tersebut seperti akan muncul pemerintahan 
baru yang korup, kendala efektivitas dan 
efisiensi, alokasi anggaran yang gagal 
dalam mengoptimalkan pembangunan dan 
kesejahteraan, tingkat investasi yang 
rendah, pemenuhan layanan dasar 
pendidikan dan kesehatan yang kurang 
memadai yang berdampak pada lemahnya 
kualitas sumber daya manusia, hingga 
masalah kemiskinan (Prud'homme, 1995). 

Dalam konteks otonomi khusus di 
Provinsi Papua, muncul harapan berupa 
kelayakan pembangunan dan layanan dasar 
bagi masyarakat lokal yang lebih baik, 
tuntutan masyarakat atas partisipasi yang 
lebih luas, serta meredakan ketegangan 
konflik (Lele, 2021; Rahmatunnisa et al, 
2018). Lebih khusus lagi pada lingkup 
layanan dasar, keberhasilan dan 
kesuksesan dalam penyelenggaraan 
otonomi khusus tersebut tercapai bilamana 
peran dan tanggungjawab fungsional 
pemerintah daerah mampu terlaksana 
dalam memberikan layanan dasar terbaik 
bagi masyarakat secara kontekstual yang 
sebelumnya telah disertai dengan 
kecukupan sarana prasarana pembangunan 
layanan dasar, bukan mengembalikan peran 
pada pemerintah pusat sebagai actor 
dominan dalam pembangunan dan layanan 
public oleh daerah (Purwanto & Pramusinto, 
2018). Sebagai tambahan bahwa penting 
untuk melakukan evaluasi dengan merujuk 
pada model penerimaan public dan 
kepuasan masyarakat atas peran 
pemerintah daerah dalam kerangka program 
pembangunan dan layanan dasar sebagai 
salah satu fokus utama pembangunan 
(Tawil et al, 2021).  

Seluruh kondisi tersebut menjadikan 
serangkaian pertanyaan bahwa masih 
mungkinkah otonomi khusus dilanjutkan dan 
apakah hal tersebut masih berpeluang bagi 
Provinsi Papua untuk mengembangkan 
wilayah beserta masyarakat melalui layanan 
dasar yang diselenggarakan oleh 
pemerintah provinsi. Kondisi ini berdasar 
pada rendahnya IPM di Provinsi Papua yang 
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berbanding lurus (ekuivalen) dengan 
capaian kinerja pemerintah provinsi yang 
rendah beberapa tahun terakhir, yang salah 
satunya disebabkan oleh akses layanan 
dasar yang rendah. Kajian ini berupaya 
mengkaji solusi atas belum adanya capaian 
signifikan dalam pembangunan Papua 
sebagai wilayah otonomi khusus, yang 
secara spesifik melihat capaian aspek 
pendidikan dan kesehatan secara makro. 
 
METODE 

Kajian ini menggunakan analisis 
naratif (Creswell & Creswell, 2017) dengan 
pendekatan review kepustakaan. Alur yang 
digunakan sebagai pedoman melakukan 
studi merujuk pada Liberati et al (2009) 
dengan melakukan review sistematis baik 
sumber daya utama maupun pendukung 
(paper, dokumen, data, media, & sumber 
daya pendukung lainnya) secara konsisten 
dengan mengkaji melalui filter pada topik 
tertentu, yang mana dalam hal ini peneliti 
mengkaji menggunakan literature dengan 
kata kunci “Otonomi Khusus”, “Layanan 
Dasar”, dan “Provinsi Papua”. Hasil 
rangkuman dikumpulkan dengan 
menggunakan pedoman PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Review and 
Meta-Analysis). Melalui kata kunci dan 
protocol yang kami terapkan, kami 
menyaring dan mendapatkan total 34 jurnal 
yang terdiri dari 27 jurnal yang relevan 
dengan topic kajian kami dan 7 jurnal 
pendukung. Di akhir, kami kembali 
menyaring dan hasilnya terdapat 14 jurnal 

yang berfokus pada kasus otonomi khusus 
di Provinsi Papua. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Layanan Dasar Provinsi Papua dalam 
Skala Nasional 

Sejak diterbitkannya peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar 
pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi 
Papua, pada dasarnya telah muncul 
berbagai catatan perkembangan 
pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi 
Papua. Perkembangan tersebut berkaitan 
dengan adanya kekhususan pada Provinsi 
Papua dan terjadi dalam bentuk 
pembangunan pemerintahan dan 
masyarakat. Berbagai pembangunan 
tersebut salah satunya dioptimalkan pada 
penyediaan layanan dasar pendidikan dan 
kesehatan. Tercatat pada tahun 2021, 
anggaran otonomi khusus untuk Provinsi 
Papua sebesar 7,6 triliun seiring dengan 
perpanjangan otonomi khusus (Jayani, 
2021). Dukungan lain juga dilaksanakan 
kementerian PUPR melalui program 
pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar 
melalui pembangunan infrastruktur bidang 
PUPR antara lain Pos Lintas Batas Negara 
(PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan 
Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur 
dukungan penyelenggaraan Pekan 
Olahraga Nasional (PON) XX serta 
pembangunan rumah khusus, air bersih, 
jalan lingkungan, dan jembatan gantung di 
Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo 
Raya. 

 
Tabel 1. Data Realisasi Anggaran Pendidikan/Kesehatan dan IPM di Provinsi Papua 

No Tahun 
Dukungan Anggaran Layanan Dasar ∑ Anggaran Layanan 

Dasar 
% Kenaikan Anggaran 
dari tahun sebelumnya ∑ Pendidikan ∑ Kesehatan 

1 2015 3,138,847,342,553 2,401,812,991,360 5,540,660,333,913  
2 2016 4,238,688,363,538 3,502,447,244,705 7,741,135,608,243 140% 
3 2017 9,356,396,161,926 6,171,731,521,828 15,528,127,683,754 200% 
4 2018 10.751.353.383.882 7,312,534,380,454 18,063,887,764,336 116% 

Sumber. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), BPS Provinsi Papua (2021) 

 
Pada table 1, dijelaskan bahwa upaya 

pembangunan layanan dasar berupa 
pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua 
secara mendasar telah mendapatkan dukungan 
alokasi anggaran otonomi khusus dari 
pemerintah melalui Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Data terkini 
yang mampu diakses dari situs web di 
Kemenkeu RI yakni pada tahun 2018 hingga 
tahun 2002. Peneliti mencoba mengambil data 
sampel berupa dukungan anggaran layanan 
dasar pendidikan dan kesehatan selama 4 
tahun terakhir dan melakukan analisis 
perbandingan kenaikan. Pada alokasi anggaran 

di data terbaru, menyebutkan bahwa 
anggararan total untuk dukungan layanan 
pendidikan dan kesehatan lebih dari 18 triliun. 
Merujuk kembali pada tahun-tahun sebelumnya 
bahwa realisasi anggaran untuk keduanya 
selalu naik secara signifikan dari tahun ke 
tahun bahkan di tahun 2016 ke tahun 2017, 
realisasi anggaran untuk dukungan pendidikan 
dan kesehatan naik sebesar 100% atau 2 kali 
lipat dari realisasi anggaran tahun sebelumnya. 
Hal ini seharusnya menjadikan adanya upaya 
strategis dalam menjadikan pembangunan di 
Provinsi Papua lebih maju khususnya dari segi 
akses layanan dasar pendidikan dan 
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kesehatan. Hal ini sebagaimana temuan 
Yogiantoro et al (2019) yang menemukan 
bahwa peningkatan anggaran pendidikan 
turut meningkatkan IPM beserta reputasi 
wilayahnya. Temuan lain yakni kajian dari 
Lembang (2019) dengan wilayah yang 
sama yakni Papua dengan salah satu 
temuannya di tahun 2005-2012 bahwa 
belanja modal berpengaruh langsung 
secara positif dan signifikan pada tingkat 
pendidikan. Kedua temuan tersebut sudah 

seharusnya menjadi cerminan pada kondisi 
hari ini di Papua terkait layanan dasar yang 
disediakan pemerintah daerah. 

Sebagai Langkah selanjutnya, 
peneliti mencoba menggunakan 
perhitungan sederhana dengan 
membandingkan persentase kenaikan 
alokasi anggaran dukungan otonomi 
khusus untuk Provinsi Papua dengan 
persentase kenaikan IPM Provinsi Papua 
pada rentang periode yang sama. 

 
Tabel 2. IPM di Provinsi Papua & Perbandingannya secara Nasional 

No Tahun IPM Provinsi 
𝑋̅ IPM 

Nasional 
∆ IPM Papua dan 

Nasional  
% Kenaikan IPM Papua dari 

tahun sebelumnya 

1 2015 57,25 69,55 12,30  
2 2016 58,05 70,18 12,13 1,4% 
3 2017 59,09 70,80` 11,71 1,8% 
4 2018 60,06 71,39 10,79 1,6% 

Sumber. BPS Provinsi Papua (2021), diolah kembali 

 
Tabel 2 menjelaskan bahwa hasil 

studi terkait indeks pembangunan manusia 
(IPM) di Provinsi Papua menunjukkan 
adanya peningkatan seiring dengan adanya 
dukungan realisasi anggaran otonomi 
khusus untuk Provinsi Papua. Kondisi ini 
menunjukkan sinyal positif bahwa anggaran 
memberikan dampak positif bagi doongan 
kemajuan pembangunan layanan dasar di 
Provinsi Papua. Tetapi, ada beberapa hal 
yang perlu kembali ditinjau ulang terkait 

signifikansi peningkatan anggaran dengan 
variabel pembanding yang sama yakni IPM. 
Hal ini khususnya pada persentase 
kenaikan dari tahun ke tahun antara kedua 
variabel tersebut. Dengan kata lain bahwa 
sejauh mana proporsionalitas peningkatan 
anggaran otonomi khusus untuk dukungan 
layanan dasar di Provinsi Papua 
memberikan peningkatan bagi kualitas 
layanan dasar tersebut dengan IPM 
sebagai variabel pembandingnya. 

 

 
Gambar 1. Perbandingan Persentase Peningkatan Alokasi Anggaran dan IPM Provinsi 2015-2018 

Sumber. Hasil olah peneliti (2021) 
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Hasil perbandingan antara persentase 
kenaikan anggaran dari tahun ke tahun 
yang cukup tinggi (bahkan mencapai 
100%), pada kenyataannya tidak dibarengi 
dengan signifikansi persentase kenaikan 
capaian IPM di Provinsi Papua pada 
periode tahun yang sama (2015-2018). IPM 
di Provinsi Papua naik dari tahun ke tahun 
seiring dengan kenaikan rata-rata IPM 
Nasional, dengan disertai dukungan 
realisasi anggaran yang mumpuni dalam 
memperbaiki akses layanan dasar 
pendidikan dan kesehatan bagi masyakat 
lokal. Namun sayangnya, signifikansi 
kenaikan realisasi anggaran tersebut, tidak 
diimbangi dengan optimasi pembangunan 
sehingga meskipun IPM naik, tetapi 
kenaikan tersebut belum terlalu signifikan 
dalam mendongkrak pembangunan di 
Provinsi Papua. Dalam kasus ini, terdapat 
asumsi berupa kesan dukungan strategis 
berupa anggaran pembangunan otonomi 
khusus untuk improvisasi layanan dasar 
pendidikan dan kesehatan masih belum 
dioptimalkan pada bidang terkait. Dengan 
kata lain, dana otonomi khusus secara 
umum di Provinsi Papua belum 
memberikan dampak pada masyarakat 
(Utami, 2021). 

Berdasarkan hal tersebut, maka: a. 
IPM di Provinsi Papua naik dari tahun ke 
tahun seiring dengan kenaikan rata-rata 
IPM Nasional; b. Dukungan realisasi 
anggaran perbaikan layanan dasar 
pendidikan dan kesehatan bagi masyakat 
lokal menjadi faktor kuat dalam 
meningkatkan IPM, dan: c. Meskipun ketiga 
variabel (realisasi anggaran, IPM provinsi, 
dan IPM nasional) menunjukkan kenaikan 
dari tahun ke tahun, namun belum 
menunjukkan aspek proporsionalitas 
sehingga masih membutuhkan upaya 
percepatan khusus dalam rangka 
memperbaiki pembangunan layanan dasar 
di Provinsi Papua. Kesulitan pembangunan 
dan pemenuhan layanan dasar di wilayah 
Provinsi Papua terjadi dalam konteks 

desentralisasi asimetris. Improvisasi 
layanan dasar berupa pendidikan dan 
kesehatan yang tidak terlalu signifikan dan 
menunjukkan peningkatan yang sangat 
lambat jika dibandingkan dengan alokasi 
anggaran otonomi khusus yang sangat 
tinggi. Fenomena ini memperkuat kajian 
yang dilakukan oleh Madubun et al (2017), 
yang mana dalam studinya menjelaskan 
fakta bahwa wilayah berbasis otonomi 
khusus memang seringkali menghadapi 
kesulitan dalam pembangunan layanan 
dasar terutama pada konteks kewenangan 
dan regulasi, permasalahan akses yang 
dikaitkan dengan kondisi geografis wilayah, 
serta faktor resources dalam konteks teknis 
seperti kurangnya sumber daya (sumber 
daya manusia, dana, dan fasilitas). Di 
samping itu, lambatnya pembangunan 
layanan dasar di Provinsi Papua juga 
memperkuat kajian yang dilakukan oleh 
Wael dan Laurens (2015) terkait 
pembangunan di Provinsi Papua yang 
terkesan lambat karena memang bersifat 
lemah dari berbagai sisi aturan hukum, 
ketepatan sasaran alokasi anggaran, 
sinergitas pelaksana pembangunan, 
kualitas sumber daya manusia (SDM), 
hingga petunjuk teknis pelaksanaan. 

 
Otonomi Khusus Provinsi Papua dalam 
Kerangka Regulasi 

Otonomi khusus di Provinsi Papua 
bertolak dari Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 yang memuat tentang 
perluasan kewenangan daerah, namun 
belum mampu mengakomodir aspirasi 
masyarakat di Provinsi Papua. UU Nomor 
21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
bagi Provinsi Papua kemudian menjadi 
jawaban atas tuntutan masyarakat. 
Pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001 
kemudian diubah menjadi UU Nomor 35 
Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 
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2001 tentang Otonomi Khusus Bagi 
Provinsi Papua. Pada tahun 2021, kembali 
diterbitkan regulasi baru terkait otonomi 
khusus di Provinsi Papua sebagai 
pengganti kebijakan sebelumnya berupa 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Berangkat dari Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya 
telah menjadi keputusan strategis di tengah 
dinamika konflik dan pembangunan di awal 
reformasi di Indonesia. Fokus menjadikan 
Provinsi Papua dengan akselerasi 
pembangunan, peningkatan kualitas 
layanan, serta keberdayaan lokal bertujuan 
untuk mereduksi adanya kesenjangan antar 
provinsi dalam kerangka NKRI. Di samping 
itu, kebutuhan mengakomodir Orang Asli 
Papua (OAP) sebagai subjek, pengambil 
keputusan, serta pelaksana pembangunan 
juga menjadi orientasi keberadaan otonomi 
khusus. Pada awal terbitnya Undang-
Undang 21/2001, secara eksplisit telah 
tampak adanya kelebihan dan ruang 
akomodasi bagi OAP antara lain: 
1) RUU Otonomi Khusus Papua disusun 

oleh masyarakat lokal Papua dengan 
melibatkan komponen lokal dan putra-
putri terbaik Papua untuk berkontribusi 
pada pembangunan di daerah dalam 
kerangka NKRI; 

2) Penyusunan RUU Otonomi Khusus 
Papua menggunakan pola aspiratif di 
level local seluas-luasnya dan melalui 
penjaringan aspirasi di kabupaten/kota 
dan temu kaji di provinsi, dan diskusi 
terfokus dengan pakar secara nasional; 

3) Desain muatan RUU Otonomi Khusus 
Papua berupaya mengakomodasi 
aspirasi, tuntutan, dan kepentingan 
masyarakat lokal Papua; 

4) Legislasi UU Otonomi Khusus Papua 
berangkat dari mekanisme usulan 
inisiatif DPR (perwakilan rakyat); 

5) UU Otonomi Khusus Papua yang 
memiliki sifat khusus membawa 
konsekuensi pemberlakukan aspek-
aspek tertentu yang tidak data 
disamakan dengan provinsi atau daerah 
lain di Indonesia; 

6) Komprehensivitas UU Otonomi Khusus 
Papua sehingga menjadikan dasar kuat 
dalam kebijakan-kebijakan pemerintah 
daerah. 

Berbagai keistimewaan tersebut 
seharusnya mampu membawa kemajuan 
pembangunan khususnya pada aspek-
aspek strategis bagi masyarakat lokal di 
Provinsi Papua yang salah satunya adalah 
percepatan pembangunan layanan dasar 
(basic services) berupa pendidikan dan 
kesehatan melalui dasar UU Otonomi 
Khusus. UU Otonomi Khusus Papua yang 
telah terlaksana sejak 1 Januari 2002 
merupakan langkah monumental di era 
reformasi bagi bangsa Indonesia. Di 
samping itu, melalui regulasi kebijakan 
tersebut, baik pemerintah maupun seluruh 
rakyat NKRI telah mengakui kedaulatan 
akan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di Provinsi Papua. 
Sebagaimana tuntutan masyarakat lokal di 
Provinsi Papua yang acapkali muncul 
tentang urusan keadilan, pemenuhan hak 
asasi manusia (HAM), ketimpangan 
pembangunan serta penegakkan hukum. 

Sejalan dengan upaya peningkatan 
perbaikan di Provinsi Papua, maka UU 
Otonomi Khusus menjadi instrumen hukum 
dalam memuat berbagai kebijakan 
desentralisasi asimetris bagi Provinsi 
Papua dengan kompleksitas masalah 
khusus. UU Otonomi Khusus juga menjadi 
instrument yang mengatur hubungan 
kewenangan antara pemerintah dengan 
pemerintah daerah. Sebagai instrumen 
hukum, UU Otonomi Khusus memuat 
beberapa substansi yang sangat strategis 
berupa regulasi tersebut menjadi alasan 
menjawab atas berbagai masalah di 
Provinsi Papua yang sudah berlarut-larut 
dan merupakan hasil kebijakan yang keliru 
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pada periode pembangunan sebelumnya. 
Di samping itu, implementasi kebijakan 
pembangunan di Provinsi Papua 
berdasarkan UU Otonomi Khusus 
menghadirkan adanya pengakuan identitas 
dan penguatan kapasitas sumber daya 
lokal untuk turut berkontestasi di skala 
nasional. 

Hingga hari ini, otonomi khusus di 
Provinsi Papua telah mengalami perubahan 
untuk kedua kalinya sebagai dasar berupa 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU 
Otonomi Khusus tersebut merupakan 
usulan presiden melalui Surat Presiden 
Nomor: R-47/Pres/12/2020. Urgensi 
perubahan terkait usulan UU Otonomi 
Khusus berkaitan dengan penerimaan dana 
otonomi khusus yang membutuhkan dasar 
hukum baru dalam rangka perpanjangan 
masa penerimaan dana otonomi khusus. 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 juga dimaksudkan mengatasi 
ancaman turbulensi fiskal di Provinsi 
Papua. 

Muatan utama dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 berupa 
adanya pembaharuan pada aspek dana 
otonomi khusus, pemekaran wilayah, serta 
upaya mengakomodir pengaturan 
kekhususan masyarakat lokal dalam bidang 
politik, pendidikan, kesehatan, 
ketenagakerjaan, dan perekonomian, serta 
dukungan terhadap masyarakat adat. 
Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 juga memberi ruang yang luas bagi 
masyarakat lokal dalam keikutsertaan di 
bidang politik, Majelis Rakyat Papua dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. 
Pembaruan lainnya lainnya memuat 
peningkatan alokasi dana otonomi khusus, 
skema baru pencairan dana otonomi 
khusus, pembentukan Rencana Induk 
Pembangunan Papua, pembentukan Badan 
Khusus Pembangunan Papua, dan 
pemberian tenggat waktu penyusunan 

Peraturan Pemerintah sebagai aturan 
pelaksana UU Otonomi Khusus selama 90 
hari setelah diundangkan.  

Secara eksplisit, Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 menjadi dasar 
perpanjangan otonomi khusus selama 20 
tahun mulai 2022 hingga 2041. Seperti 
sebelumnya dijelaskan bahwa salah satu 
muatan utama pada Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2021 adalah pembaharuan 
alokasi dana otonomi khusus, yang mana 
dalam hal ini tercatat bahwa alokasi 
anggaran tersebut naik 12,6% pada angka 
8,5 triliun dari tahun sebelumnya pada 
outlook APBN 2021. Besaran dana otonomi 
khusus juga naik menjadi 378 triliun atau 
naik 0,25% dari pagu dana sebelumnya. 
Jika sebelumnya besaran dana otonomi 
khusus sejumlah 2%, maka berubah 
menjadi 2,25% dari pagu dana alokasi 
umum (DAU). Salah satu sumber 
menyebutkan bahwa alasan utama 
peningkatan alokasi dana otonomi khusus 
adalah tingginya biaya pembangunan 
(dalam hal ini termasuk penyediaan 
layanan dasar) di Provinsi Papua yang 
dihadapkan pada model bentang alam dan 
kesulitan geografis (Jayani, 2021). Dana 
tersebut dialokasikan pada 2 formulasi 
yakni: pertama, 1% DAU dialokasikan pada 
bidang umum seperti sarpras pelayanan 
public, kesejahteraan masyarakat lokal 
Papua, penguatan institusi masyarakat 
adat, serta program prioritas pemerintah 
daerah, dan; kedua, 1,25% DAU 
dialokasikan pada bidang pendidikan 
(minimal 30%), kesehatan (minimal 20%), 
dan sisanya dialokasikn untuk aktivitas 
penguatan ekonomi masyarakat lokal, 
pemberdayaan, hibah, dan lain-lain. 
 
Dana Otonomi Khusus Papua: 
Komponen Utama Pembangunan 
Layanan Dasar, Benarkah? 

Berdasar pada studi keterkaitan 
antara dana pembangunan dengan kondisi 
umum layanan dasar pendidikan dan 
kesehatan, muncul adanya miskonsepsi 
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dalam konteks memahami agenda 
pembangunan di Provinsi Papua, 
khususnya dari perspektif relevansi dasar 
kebijakan beserta instrumen perubahannya 
(yang menitikberatkan pada aspek fiskal) 
ditinjau dari aspek layanan dasar 
pendidikan dan kesehatan di Provinsi 
Papua. Tujuan awal alokasi dana otonomi 
khusus adalah menunjang percepatan 
pembangunan pemerintahan, pemenuhan 
keadilan dan hak asasi manusia (HAM), 
penegakan hukum, peningkatan ekonomi 
dan kesejahteraan, dan kemajuan 
masyarakat lokal di Provinsi Papua dalam 
kerangka kesetaraan di NKRI. Namun saat 
melihat kondisi riil, justru tidak terjadi 
signifikansi perubahan dan hanya 
memberikan kesan kesia-siaan pada 
penyertaan instumen pembangunan. 

Fakta pembangunan di Provinsi Paua 
tidak sesuai dengan harapan awal yang 
ditetapkan. Dalam hal keuangan daerah, 
kekhususan di Provinsi Papua yakni 
pelaksanaan otonomi khusus disertai 
penerimaan khusus dengan persentase 
sebesar 2% dari plafon dana alokasi umum 
(DAU) dan kembali dilakukan alokasi 
tambahan sebesar 2,25% di tahun 2021 
pada rencana anggaran 2022 hingga 2041. 
Angka tersebut memberikan prioritas pagu 
anggaran untuk bidang layanan dasar 
pendidikan dan kesehatan, serta adanya 
penambahan untuk alokasi infrastruktur 
yang diusulkan oleh pemerintah provinsi di 
wilayah otonomi khusus, yang mana 
besaran tersebut ditetapkan oleh 
pemerintah dengan dewan perwakilan 
rakyat (DPR) pada setiap tahun anggaran. 
Pada kenyataannya, justru pembangunan 
pada bidang prioritas tidak menunjukkan 
signifikansi dan menjadikan Provinsi Papua 
berada pada posisi terbawah untuk urusan 
peringkat dan status kinerja penyelenggara 
pemerintahan daerah secara nasional 
sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100-53 
tahun 2018 (Pemerintah Provinsi Papua, 
2021), yang mana hal ini juga berkaitan 
dengan kinerja pemerintah provinsi dalam 

penyediaan layanan dasar pendidikan dan 
kesehatan. 

Fakta lain sebagai penguat bahwa 
alokasi dana dari pusat bukanlah 
komponen utama dalam pembangunan di 
Provinsi Papua adalah tingkat 
ketidakpuasan dan penerimaan masyarakat 
lokal terhadap kinerja pemerintah. Hal ini 
tampak dari adanya berbagai konflik dan 
gerakan-gerakan berbasis kekerasan di 
Provinsi Papua, yang semakin didorong 
dengan adanya kultur kebiasaan perang 
antar suku, kepemimpinan di Papua yang 
sulit menyatu, stigma gerakan separatis, 
hingga sikap-sikap yang masih menolak 
adanya pendatang di Tanah Papua (Rohim, 
2014). Hal ini kemudian menjadi salah satu 
penyebab kuat dari kelumpuhan birokrasi 
dan penyelenggaraan lembaga 
pemerintahan (khususnya pada 
penyelenggaraan layanan dasar pendidikan 
dan kesehatan), provokasi bermuatan 
SARA, gerakan-gerakan separatis 
(Papuanisasi), serta tuntutan merdeka 
seperti halnya yang terjadi pada masa-
masa sebelumnya saat berakhirnya masa 
orde baru.  

Alokasi anggaran otonomi khusus 
yang sangat besar mampu meningkatkan 
pembangunan di Provinsi Papua, namun 
hal tersebut tidak terlalu signifikan. Hal ini 
memperkuat kajian yang menyatakan 
bahwa efek buruk dari besarnya alokasi 
sumber daya fiscal yang terlalu besar 
adalah peningkatan penyediaan layanan 
naik namun tidak terlalu signifikan karena 
disertai dengan munculnya fenomena 
wilayah baru dengan adanya elit-elit yang 
cenderung korup (Lewis, 2016; 
Prud'homme, 1995). Pada 
pelaksanaannya, dana alokasi khusus yang 
sangat besar, memunculkan sikap 
ketergantungan terhadap transfer fiskal dari 
pusat ke daerah yang kemudian hal 
tersebut tidak menjadikan potensi dan 
inovasi di Provinsi Papua mampu 
berkembang dan meningkat secara 
signifikan. Hal ini membawa adanya 
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konsekuensi terkait peninjauan ulang 
antara linieritas antara besarnya alokasi 
anggaran otonomi khusus dengan desain 
strategi percepatan pembangunan layanan 
dasar pendidikan dan kesehatan di Provinsi 
Papua. 

Merujuk pada komparasi data, 
fenomena, dan dasar kebijakan yang telah 
dikomparasikan, ada beberapa hal yang 
harus dibenahi dalam rangka berjalannya 
otonomi khusus di Provinsi Papua selama 
20 tahun mendatang. Pertama, 
pemahaman esensi atas otonomi khusus 
harus dilihat bukan hanya dari perspektif 
fiskal, namun lebih mengarah pada 
penghargaan dan ruang partisipasi bagi 
masyarakat dan lembaga masyarakat lokal. 
Merujuk pada aspek historis, politik, dan 
posisi masyarakat di Papua, bahwa pada 
dasarnya dibutuhkan legitimasi riil melalui 
represetasi lokal ketika proses mendesain 
kebijakan. Hal ini guna memastikan bahwa 
hak-hak masyarakat terpenuhi dalam 
kebijakan yang hendak diimplementasikan. 
Kedua, model mekanisme transfer dan 
pengawasan yang harus diperbaiki dalam 
konteks dana otonomi khusus. Hal ini 
sudah menjadi rahasia umum bahwa 
mekanisme penyaluran dana otonomi 
khusus di Provinsi Papua menggunakan 
model desentralisasi asimetris yang 
membawa konsekuensi minimnya 
persyaratan dalam proses transfer dana 
otonomi khusus. Hal ini harus diperbaiki, 
khususnya pada pos-pos strategis selama 
berlangsungnya pembangunan di Provinsi 
Papua. Ketiga, intensifikasi dan optimalisasi 
koordinasi antara pemerintah dengan 
pemerintah daerah dalam lingkup 
pembangunan pos-pos strategis 
pembangunan. Dana otonomi khusus yang 
selalu dikucurkan dan bertambah, harus 
ditentukan tingkat presisi terkait hasil 
capaiannya. Hal ini juga berkaitan dengan 
adanya beberapa fakta yang menunjukkan 
bahwa korelasi antara dana dengan aspek 
pembanguan seperti IPM di Provinsi Papua 
sangat rendah dan tumbuh sangat lambat, 

angka kemiskinan, atau model pemenuhan 
layanan dasar. Sejatinya bahwa 
pengalokasian dana otonomi khusus di 
Provinsi Papua harus dipastikan secara 
tepat terkait bagaimana pelaksanaan dan 
realisasinya. Keempat, melakukan 
peninjauan ulang terhadap dasar petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai 
pedoman. Minimnya pedoman menjadikan 
kesulitan dalam upaya realisasi 
pembangunan di Provinsi Papua dari sisi 
partisipasi masyarakat luas di Provinsi 
Papua. Artinya bahwa pedoman ini 
dibutuhkan dalam rangka meningkatkan 
partisipasi yang memiliki dasar dan 
pedoman. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 

Temuan utama dalam kajian ini 
bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Papua telah disahkan dan membawa 
konsekuensi adanya realita dan koridor 
baru bagi perjalanan otonomi khusus di 
Provinsi Papua hingga tahun 2041 
mendatang. Adanya Undang-Undang 
Otonomi Khusus terbaru, yang secara garis 
besar menunjukkan adanya peningkatan 
alokasi anggaran, harus dioptimalkan untuk 
lebih mengembangkan pos-pos strategis 
dalam membangun Provinsi Papua 
khususnya layanan dasar pendidikan dan 
kesehatan. Meskipun menganut model 
desentralisasi asimetris, tidak sewajarnya 
Provinsi Papua lemah dengan hanya 
mengadalkan berbagai sumber daya dari 
pusat. Upaya meningkatkan kinerja dan 
pembangunan di Provinsi Papua melalui 
pemahaman esensi atas otonomi khusus 
bukan hanya dari perspektif fiscal, model 
mekanisme transfer dan pengawasan yang 
harus diperbaiki, intensifikasi dan 
optimalisasi koordinasi antara pemerintah 
dengan pemerintah daerah dalam lingkup 
pembangunan pos-pos strategis 
pembangunan, dan melakukan peninjauan 
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ulang terhadap dasar petunjuk pelaksanaan 
dan petunjuk teknis sebagai pedoman. 

Rekomendasi penelitian selanjutnya 
berupa penelitian lanjutan terkait 
kekhususan berkenaan dengan 
penggunaan data-data yang bersifat primer 
dalam ruang lingkup fokus kajian yang 
sama untuk menghasilkan kajian yang lebih 
mendalam sehingga menemukan sintesis 
yang lebih presisi sebagai rekomendasi 
bagi pembangunan otonomi khusus di 
Provinsi Papua, khususnya dari segi 
layanan dasar pendidikan dan kesehatan. 
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